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Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membuat
Hakim harus menggunakan hak ex officionya pada gugatan perceraian
untuk memberikan pembebanan kepada pihak tergugat. Juga dalam amar
putusan Hakim ditemui kalimat yang menyatakan “yang dibayar sebelum
Tergugat mengambil akta cerai” (harus membayar pembebanan terlebih
dahulu sebelum mengambil akta cerai) yang dinilai lebih menguntungkan
pihak Penggugat dan pihak Tergugat merasa dirugikan karena Tergugat
merasa tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan
keterangannya, akan tetapi Hakim tetap memutuskan untuk memberikan
pembebanan kepada pihak Tergugat pada perkara gugatan perceraian
secara verstek.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap tergugat
terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang
mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. (2) Untuk
mengetahui dampak dari sikap tergugat terhadap putusan Hakim
Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA
Nomor 3 Tahun 2017.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitiatif.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dengan teknik
pengumpulan data yaitu pengamatan, interview (wawancara), dokumentasi.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini ialah (1) Ditemukan 3
macam kategori sikap tergugat terhadap putusan Hakim yang
mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ialah tergugat yang
menerima putusan hakim, tergugat yang terpaksa menerima putusan hakim
dan tergugat yang keberatan atas putusan hakim. (2) Ditemukan pula
dampak dari sikap tergugat tersebut ialah tidak bisa mengambil akta cerai
sebelum mereka melunasi pembebanan yang diberikan mejelis hakim yang
tertuang dalam amar putusan.



